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ABSTRACT

Regarding the act of the debtor transferring or selling the object of fiduciary guarantee is obviously not legally granted, since the object of the collateral object is the safeguarding, if there is any sale of fiduciary object by debtor, this is a criminal act of embezzlement as threatened and governed by Article 372 of the Criminal Code . The object of fiduciary assurance object is seen from its legal aspect as security in fiduciary agreement. Based on Article 15 Paragraph (3) of Law no. 42 of 1999 on Fiduciary states that if the debtor breaches the pledge, the fiduciary receiver has the right to sell the object which is the object of fiduciary guarantee on his own power. So here it is explicit that the debtor is not allowed to sell or transfer the object of the collateral as this is a safeguard in the fiduciary agreement. Implementation of the consumer financing agreement with fiduciary guarantee, the consumer takes the action causing the financing company to suffer a loss and of course the act disturbs the implementation of the agreed agreement. The act is to misuse the fiduciary asset by transferring the fiduciary assurance object without the knowledge and permission of the pebiayaan company, whereas the proof of ownership of the vehicle is still controlled by the finance company. Violation of this provision may be imposed by Article 372 of the Criminal Code in conjunction with Article 23 paragraph (2) jo Article 36 of Law no. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. If the consumer infringes then the consumer within 3month must submit the vehicle or the consumer must give the right of substance to FINANCE COMPANY to make withdrawal.
BAB I

PENDAHULUAN
Alasan Pemilihan Judul

Dewasa ini kendaraan bermotor sebagai alat transportasi merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktivitas. Apalagi mereka yang tinggal didaerah yang tidak terjangkau oleh sarana transportasi umum dan jauh dari tempat bekerja belajar. Masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor dapat mengajukan permohonan kredit kepada perusahaan pembiayaan apabila tidak mempunyai dana yang cukup untuk membelinya secara kontan atau tunai.

               Sistem pembiayaaan konsumen merupakan bentuk lembaga pengandang dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih fleksibel dari pada sumber dana yang formal karena dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan seperti yang dilakukan lembaga perbankan dan perum pergadaian, tetapi barang yang dibiayai itulah lansung dibebani dengan jaminan fidusia. Selain tidak mengharuskan sesuatu jaminan, proses pengurusan dalam pembiayaan konsumen tidak memerlukan waktu yang lama sehingga konsumen lebih cenderung memilih pembiayaan konsumen sebagai salah satu alternatif pendanaan akan semakin berkembang serta menarik minat banyak  masyarakat. Di Indonesia Jaminan Fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fusida.

Dalam perjanjian antara perusahaan pembiayaan selaku pihak kreditur dengan konsumen (debitur) pada perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia tercantum hak dan kewajiban. Adapun kewajiban dari kredit yaitu antara lain memberikan sejumlah uang kepada supplier/dealer atas pelunasan suatu barang yang dibeli oleh konsumen selaku pihak debitur, serta mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan dari debitur sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Debitur juga mempunyai kewajiban untuk mengganti uang tersebut secara angsuran kepada perusahaan finance dengan bunga yang telah ditetapkan serta merawat barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan tidak akan menyalahgunakannya. Debitur juga mempunyai hak untuk menerima serahan bukti kepemilikan barang dari kreditur apabila debitur telah melunasi semua kewajibannya.

Dalam paal 11 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fusida mengatur mengenai kewajiban setiap jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini diharapkan agar pihak konsumen (debitur) terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditur dengan memfidusiakan ulang, tidak memelihara benda jaminan fidusia bahkan menjual benda objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. Dengan didaftarkanya jaminan fidusia akan mengikat mengikat para pihak dan memberikan kekuatan pembuktian serta memiliki kekuatan eksekutorial.

Dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan terhadap perjanjian hutang piutang dengan fidusial baik dari pihak Perusahaan Finance sendiri maupun konsumen (debitur). Penyimpangan yang dilakukan oleh Perusahaan Finance yaitu tidak mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.42 Tahun 1999 padahal keadaan tersebut dapat merugikan Perusahaan Finance sendiri, karena dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak memberikan kepastian hukum yaitu perjanjian jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial dan hal ini memberikan kesempatan bagi konsumen (debitur) untuk melakukan penyimpangan yaitu tidakan konsumen (debitur) mengalihkan barang jaminan tanpa sepengatahuan pihak Perusahaan Finance , tidak memelihara benda jaminan. Mengingat hal tersebut maka diperlukan suatu tindakan dari pihak Perusahaan Finance untuk mengamankan kreditnya yang dijamin dengan fidusia tanpa didaftarkan, apabila konsumen (debitur) tidak memelihara, mengalihkan benda jaminan dan tidak mampu membayar angsuran kreditnya.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul Proposal “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN DEBITUR YANG MENGALIHKAN ATAU MENJUAL BENDA JAMINAN FIDUSIA  DAN AKIBAT HUKUMNYA”.
Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dapatkah Debitur mengalihkan atau menjual obyek benda jaminan fidusia?
Bagaimana Tindakan hukum Perusahaan Finance ketika debitur mengalihkan benda jaminan fidusia pada saat fidusia tersebut belum didaftarkan?
Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian apapun bentuknya yang dilakukan oleh seorang peneliti pasti mempunyai tujuan yang ingin di capai, karena dengan adanya tujuan yang pasti akan memberikan arah yang jelas dan bagaimana yang akan dilakukan oleh seorang peneliti untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasakan uraian tersebut diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kemungkinannya debitur mengalihkan atau menjual obyek benda jaminan fidusia.

Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum perusahaan finance ketika konsumen mengalihkan atau menjual obyek benda jaminan fidusia pada saat fidusia tersebut belum didaftarkan.

Metode dan Tehnik Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan medote penelitian sebagai berikut:

  Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan pendapat pakar penelitian hukum tersebut diatas, jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan proposal Skripsi ini adalah penelitian deskripsi dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menggambarkan “TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA”
Dalam penulisan proposal Skripsi ini penulis menggunakan metode yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Dimana normatif empiris adalah metode penelitian yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis. Yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Dalam melakukan penelitian lebih banyak melakukan wawancara dengan Perusahaan Finance mengenai Fidusia sebagai jaminan kredit dijinjau dari segi pengamanannya.

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan hukumnya serta implementasi dari hukum tersebut yang timbul dari Fidusia sebagai jaminan kredit dalam praktek di Perusahaan Finance. Berbadasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat normatif empiris yaitu memaparkan atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Dikatakan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan empiris, karena dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan penelitian atau tinjauan langsung mengenai realita yang terjadi.

  Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

Pendekatan Undang-Undang (statuta approach), pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang  dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar.

Pendekatan Kasus (caseapproach) pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun dinegara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus untuk sampai kepada suatu putusan.

Pendekatan Historis (historical approach) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkapkan filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

Pendekatan Komparatif (comparative approach) pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga diperbandingkan disamping Undang-Undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

Pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang penulis gunakan adalah normatif empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, atau kontrak (statuta approach) dan pendekatan kasus (casespproach) di mana pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan yang mana dalam hal ini pendekatan kasus adalah menelaah kasus yang terjadi pada Perusahaan Finance Samarinda dengan menerapkan aturan dengan tujuan menemukan solusi dari kasus yang terjadi.
  Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: 

Bahan Hukum Primer

Terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden RI No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/013/1988 Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum skunder dalam penelitian ini adalah meliputi literatur buku-buku, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan.

Metode Penelusuran Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian penulis mempergunakan metode untuk mengumpulkan bahan hukum sebagai berikut:

Studi Lapangan, yakni pencarian data dengan melakukan wawancara, yakni memberikan beberapa pertanyaan secara langsung, baik itu berupa wawancara yang bersifat tertutup maupun terbuka yang dipilih menjadi responden dalam penelitian untuk mendapatkan data primer, yang mewakili pihak di Perusahaan Finance.

Penelitian Kepustakaan, yakni bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian ini.

  Teknik Analisis

Analisisdata adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori  dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipoSkripsi kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualiatif yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang  berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode observasi melalui metode pengumpulan data yuridis normatif serta metode analisis data kualitatif.
Definisi dari penelitian hukum yaitu:
“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasakan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari salah satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam tehadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Sistematika Pembahasan. 
Sistematika adalah uraian logis sistematis susunan bab dan sub bab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang dikemukakan (isu hukum/legal issues) selaras dengan tema sentral yang direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahan.

Skripsi ini terbagi menjadi 4 bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN 
Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi; Alasan Pemilihan Judul; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Perumusan dan Pembatasan Masalah; Metode dan Teknik Penelitian; serta Sistematika Pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS
Merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan definisi-definisi berkitan dengan isi materi yang akan penulis bahas serta literature-literatur pendukungnya, tentang; Pengertian Perjanjian, Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen, Pengertian Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia, Sifat Perjanjian Jaminan Fidusia, Pendaftaran Fidusia, serta Hapusnya Jaminan Fidusia.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Merupakan bab pembahasan masalah dalam hal ini  penulis akan memapaparkan hasil penelitian yang berupa gambaran tentang; Dapatkah Debitur Mengalihkan atau Menjual Obyek Benda Jaminan Fidusia; dan Bagaimana Tindakan Hukum Perusahaan Finance Ketika Debitur Mengalihkan Benda Jaminan Fidusia Pada Saat Fidusia Tersebut Belum Didaftarkan.

BAB IV : PENUTUP

Selanjutnya, pada BAB IV Penutup, akan penulis sajikan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Kemudian tak lupa penulis akan mencoba untuk memberikan saran  yang  manfaat bagi pihak yang berkepentingan sesuai dengan kemampuan yang ada.

BAB II

KERANGKA TEORITIS 

Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dan Fidusia

Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian, pengaturannya dapat ditemukan dalam buku ketiga bab kedua, yaitu dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Adapun pengertian perjanjian dalam pasal  tersebut sebagai berikut :

“Bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana stu orang    atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Berkaitan dengan pengertian perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, hal ini mendapat perhatian dari para sarjana. Ada yang beranggapan pengertian tersebut masih terlalu luas. Hal ini berkaitan dengan kata “mengikat dirinya” yang terdapat dalam pengertian perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Menurut mereka kata tersebut tidak mencerminkan adanya timbal balik dari para pelaku dalam perjanjian itu, jadi lebih mencerminkan perjanjian yang sepihak. Harusnya kata tersebut ditambah dengan kata “saling”, sehingga menjadi “saling mengikat dirinya”.

Kemudian ada beberapa sarjana yang mempunyai pendapat lain mengenal definisi dari perjanjian itu. Diantara para sarjana yang memberi definisi dari perjanjian itu, adalah :

J. Satrio mengemukakan bahwa yang di maksud perjanjian adalah sebagai  berikut :  

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih atau dimana kedua pihak saling mengikatkan dirinya”

Djohari Santoso dan Ahmad Ali, menurutnya bahwa yang di maksud perjanjian adalah :

“Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dimana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk pemenuhan suatu prestasi objek dari perjanjian itu” 

R. Subekti mengemukakan bahwa yang di maksud perjanjian adalah :

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Sudikmo Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian ialah :
“Suatu hubungan hukum antara dua pihak/lebih yang didasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”

Dari beberapa pengertian yang diutarakan diatas, dapat disimpulkan, bahwa suatu perjanjian itu ada apabila ada pihak-pihak yang berperan didalamnya paling tidak ada dua pihak. Dan minimal ada satu hak yang dapat dilakukan dan satu kewajiban yang harus dipenuhi.

Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan adanya 4 syarat dari sahnya suatu perjanjian. Keempatnya ini harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian. Apabila tidak dipenuhi maka perjanjian yang telah dilakukan diancam dengan batal demi hukum, syarat-syarat yang dimaksud adalah :

Sepakat mereka yang mehgikatkan dirinya

Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Mengenai suatu hal tertentu

Suatu sebab yang halal

Syarat yang pertama dan syarat yang kedua disebut dengan syarat subyektif. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat adlah syarat obyektif. Tanpa adanya syarat ini maka perjajian yang telah dibuat menjadi batal demi hukum. Maksud dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut diuraikan satu persatu sebagai berikut:

Sepakat mereka yang mehgikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan sepakat adalah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju, sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki pihak yang lainnya.

Cakap umtuk membuat suatu perjanjian

Cakap menurut hukum pada asasnya adalah setiap orang yang dewasa dan sehati pikirannya, yaitu orang yang mampu melakukan suatu perbuatan hukum.

Mengenai suatu hal tertentu

Maksudnya didalam membuat suatu perjanjian itu obyek dari perjanjian harustertentu atau ditentukan.

 Suatu sebab hal

Yang dimaksud dengan sebab yang halal disini adalah isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Pada dasarnya dalam membuat suatu perjanjian, para pihak menentukan sendiri bagian-bagian dan isi dari perjanjian itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Dari ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya mengenai unsur-unsur yang ada dalam perjanjian itu dapat ditentukan sendiri oleh pihak yang meembuat perjanjian. Jadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang ada dalam suatu perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain, yang dibuat oleh pihak-pihak berbeda, itu bisa berbeda.

Mengenai hal ini KUHPerdata sendiri tidak mengatur secara jelas, namun pada umumnya suatu perjanjian mempunyai 3 unsur atau bagian didamnya. Seperti yang dikemukakan oleh Oey Hoey Tiong bahwa suatu perjanjian dapat terdiri dari tiga unsur atau bagian tiga unsur pembentuk, yaitu:

Unsur Essencilis, merupakan bagian perjanjian yang mutlak harus ada tanpa bagian ini tidak mungkin adaperjanjian

Unsur Naturala, ialah bagian dari perjanjian yang oleh UU diatur sebagai peraturan tambahan.

Unsur Accidentali, ialah bagian dari perjanjian yang tidak diatur oleh UU tetapi oleh para pihak sendiri.

Dalam hukum perjanjian yang diatur oleh buku III KUHPerdata dapat dijumpai beberapa asas yang penting, yang mana asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

Asas kebebasan berkontrak

              Buku III KUPerdata bersifat terbuka dan oleh karna itu menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam UU.

Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”

Kata “semua” dalam pasal tersebut menggambarkan adanya kebebasan berkontrak untuk membuat suatu perjanjian, dalam arti bahwa :

Setiap bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian

Setiap orang adalah bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga yang dikehendaki

Setiap orang bebas mentukan sendiri isi, syarat, dan bentuk perjanjiannya

Setiap orang bebas untuk menentukan perjanjian yang dibuatnya.

Bebas disini bukan berarti bebas yang sebebas-bebasnya tetapi ada batasannya, yaitu tidak dilarang UU, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan umum. Hal ini sesuai denga bunyi Pasal 1337 KUHPerdata yaitu “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh UU atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”

Asas konsensulisme

Dalam perjanjian berlaku asas konsensualisme. Konsensualisme berasal dari kata latin “consesus” artinya sepakatberdasarkan asas, perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak mengenai hal-hal pokok.

Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat antara pihak yang nengikat dirimya. 
c.   Asas kekuatan mengikat (pacta sunt servanda)

Perjanjian yang dibuat secara sah yaitu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata, berarti mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

Pernyataan terebut diatas sesuai dengan bunyi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata : “suatu persetujuan yang dibuatnya secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”

Mengikat perjanjian sebagai UU bagi para pihak mempunyai arti bahwa para pihak harus menaati dan melaksanakan perjanjian seperti yang telah mereka sepakati bersama.
d.  Asas itikad baik

Asas itikad baik mempunyai maksud bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dalam arti subyektif dan dapat dalam arti obyektif.

Itikad baik dalam arti subyektif  adalah sikap batin seseorang pada waktu akan dimulainya hubungan hukum atau dengan kata lain sikap batin seseorang pada waktu akan membuat perjanjian.

Itikad baik dalam arti obyektif adalah sikap batin dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian atau dengan kata lain adalah bagaimana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai akibat hubungan hukum dalam perjanjian. Asas itikad baik ditemukan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai kata dsar berupa prestasi secara umum prestasi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diwajibkan untuk dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk dalam uatu perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Di dalam UU hukum perdata mengatur secara tersendiri tentang prestas. Menurut Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan ada tiga hal bentuk prestasi,diantaranya :

Memberikan sesuatu

Berbuat sesuatu

Tidak bebuat sesuatu

Dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak dalam perjanjian memenuhi semua kewajiban terhadap prestasi yang harus dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan berjalan lancar atau tidak bermasalah, tetapi bila ada salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi salah satu prestasi tersebut, maka perjanjian itu menjadi bermasalah. Hal ini dikatakan bahwa masing-masing pihak tersebut melakukan wanprestasi.

Mengenai wanprestasi  itu sendiri menurut R. Subekti ada 4 macam, yaitu :

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak bolah dilakukannya

Berkaitan dengan adanya wanprestasi tersebut, maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap siapa yang telah nelakukan wanprestasi tersebut. Wanprestasi itu sendiri sering disebut sebagai kelainan.

Terhadap wanprestasi atau kelainan dapat dikenakan beberapa sanksi yang menghukum bagi pelakunya. Menurut R. Subekti ada 4 macam sanksi yang diterapkan, yaitu:

Ganti rugi

Pembatalan perjanjian 

Peralihan resiko

Membayar biaya perkara

Mengenai wanprestasi, dan akibat-akibat hukum yang dapat ditimbulkannya, didalam Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengatur adanya hal itu. Ada beberapa pasal yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Beberapa pasal dalam UU Hukum Perdata, diantaranya :

Pasal 1238 KUHPerdata

Disebutkan bahwa “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

b.   Pasal 1267 KUHPerdata

Disebutkan bahwa “pihak terhadap perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, jika memasak pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”
Dari apa yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUHPerdata diatas, ditarik kesipulan bahwa, bilamana terjadi wanprestasi atau kelalain maka pihak yang dirugikan akibat adanya hal tersebut dapat melakukan beberapa tuntutan terhadapnya, diantaranya :

Pemenuhan perjanjian

Ganti rugi

Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Dengan munculnya atau terbentuknya suatu perjanjian, maka secara otomatis nantinya perjanjian yang terbentuknya itu pun mempunyai waktu berkhir dimana suatu bentuk perjanjian itu bisa berakhir disebabkan oleh beberapa hal.

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian itu atau dengan kata lain hal yang dapat menyebabkan suatu perjanjian itu hapus, menurut R. Setiawan adalah :

Ditentukan dalam perjanjian itu sendiri oleh para pihak untuk jangka waktu tertentu.

Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian misalnya, menurut pasal 1066 ayat (3) KUHPerdata, bahwa ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu tidak membagi warisan, akan tetapi untuk perjanjian tersebut, Pasal 1066  ayat (4) KUHPerdata membatasi waktu selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu itu perjanjian dapat diperbarui.

Para pihak atau UU dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian dapat dihapus. Misalnya, bila salah satu meninggal, maka perjanjian perseroan, perjanjian permberi kuasa, perjanjian kerja.

Pernyataan penghentian perjanjian dapat dlakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, dan pernyataan penghentian perjanjian hamya ada pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya : perjanjian kerja.

Perjanjian hapus karna putusan hakim.

Tujuan perjanjian telah tercapai. 

Dengan persetujuan para pihak. 

Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen
Perkembangan  ekonomi yang semakin pesat dan menghadapi era globalisasi dewasa ini menyebabkan sangat sangat diperlukan peningkatan kemampuan dan kualitas pengelolaan lembaga pembiayaan bersama-sama dengan lembaga keuangan lainnya agar mampu menunjang peningkatan efisien kegiatan perekonomian nasional.Sehubungan dengan hal tersebut maka dikeluarkan Keputusan Presiden RI No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan jo Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK.017/2000.

Lembaga pembiayan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana/barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dalam Pasal 2 ayat (1) Keppres RI No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dirumuskan bahwa lembaga pembiayaan melakukan kegiatan antaralain :

Sewa guna usaha

Modal ventura

Perdagangan surat berharga

Anjak piutang

Usaha kartu kredit

Pembiayaan konsumen

Kegiatan usaha lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh:

Bank, meliputi bank umum, bank tabungan dan bank pembangunan.

Lembaga keuangan bukan bank, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidam usaha lembaga pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan dapat melakukan satu atau lebih kegiatan pembiayaan, salah satnya pembiayaan konsumen. Istilah pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah consumer’s finace, sedangkan pengetian pembiayaan konsumen secara resmi dirumuskan dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang memberikan pengertian sebagai berikut :

“Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayaran dilakukan secara angsuran/berkala oleh konsumen. Jadi pembiayaan konsumen samadengan perjanjian hutang piutang”
Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (consumer credit). Hanya saja pembiayaan konsumen dalakukan perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Sementara Munir Fuady mengatakan bahwa:

“Sungguhpun pembiayaan konsumen mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank, tetapi hakekat dan keberadaan perusahaan pembiayaan sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substansi yuridistidak layak diberlakukan peraturan perbankan. Hal ini dikarenakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas ‘ kebebasan berkomtrak’ yaitu perjanjianantara pihak peruahaan pembiayaan sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya. Dan secara yurudis formal, karna perusahaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungking tunduk kepada peraturan perbankan. Sungguhpun peraturn perbankan tersebut dalam bentuk undang-undang sekalipun, karena terhadap kegiatan pembiayaan konsumen mendapat dasar dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan jo Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Pada asasnya bentuk dari suatu perjanjian adalah bebas yaitu tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu, dapat lisan maupun tulisan. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara tertulis dan isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam bentuk formulir. 
Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen termasuk perjanjian standar/baku karena konsumen tidak dapat merubah, menambah dan mengganti seluruh/sebagian isi perjanjian.

Ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu :

Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur

Perusahaan pembiayaan merupakan pihak yang menyediakan dana bagi kepentingan konsumen.

Konsumen sebagai debitur

Subjek perjanjian pembiayaan konsumen adalah manusia dimana harus memenuhi syarat untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu yang sudah dewasa, sehat/tidak terganggu jiwanya dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dasar Hukumnya terdapat dalam pasal 1329 KUHPerdata.

Selain manusia dapatjuga badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia.Tindakan –tindakan badan hukum dilakukan melalui alat perlengkapannya yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum tersebut.

Adapun jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Jaminan tersebut dapat dibagi menjadi :

Jaminan utama, sebagai suatu kredit maka jaminan utamanya adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya.

Jaminan pokok, sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli motor, maka motor yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fiducia transfer of ownership (fidusia). Karena adalah fidusia ini maka kepemilikan seluruh  dokumen yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (pemberi dana) hingga kredit lunas.

Jaminan tambahan, sering juga diminta jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang dan kuasa menjual barang. Di samping itu sering juga dimintakan persetujuan istri / suami, untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris / RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.

Perjanjian pembiayaan konsumen berakhir dengan sendirinya setelah dilunasi seluruh hutang pembiayaan dan terpenuhinya seluruh kewajiban.Pada saat konsumen melunasi angsuran terakhir, maka perusahaan pembiayaan konsumen menyerahkan kembali hak milik objek perjanjian yang selama berlangsungnya pernjanjian berada pada pihak perusahaan pembiayaan konsumen yaitu dengan cara penyerahan BPKB (Bukti Pemilihan Kendaraan Bermotor).
Di samping itu dalam praktek Perusahaan Finance Samarinda, hal-hal yang   dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen biasanya telah ditetapkan sedemikian rupa oleh pihak pemberi dana pembiayaan (Perusahaan Finance) dalam perjanjian yang disodorkan kepada konsumen.

  Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

Penerima fasilitas telah melunasi seluruh hutangnya kepada pemberi fasilitas.

Salah satu pihak lalai untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan atau telah terjadi keadaan wanprestasi.

Barang jaminan yang berada dibawah penguasa penerima fasilitas/pemberi jaminan hilang/musnah.

Barang jaminan disita/terancam oleh suatu tindakan persitaan olrh pihak lai/siapapun juga karena sebab apapun.

Atas pertimbangan pemberi fasilitas disertai dengan pernyataan penerima fasilitas. Penerima fasilitas menyatakan tidak sanggup lagi unyuk meneruskan pembayaran.

Penerima fasilitas/pemberi jaminan dinyatakan pailit, di letakan dibawah pengampuan, meninggal dunia atau mengajukan pembayaran hutang.
Pengertian Jaminan Fidusia
Definisi janinan fidusia dapat kita jumpai dalam pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam ketentuan tersebut ada pembedaan pengertian antara Jaminan fidusia  dengan Fidusia.

Untuk pengertian jaminan fidusia dalam UU No. 42 Tahun 1999 Khususnya pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani. Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam pengawasan pemberi jaminan fidusia, sebagai pelunasan utang tertentu, yang pemberi kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia”

Sedangkan definisi dalam UU Np.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 ayat (2) diartikan sebagai berikut :

“Fidusia adalah suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya tetap dalam pengawasan pemilik benda”

Berdasarkan definisi diatas di jelaskan bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fudusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Objek Jaminan Fidusia
Dalam ketentuan yang ada dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20, maka benda yang dapat di jaminkan secara fidusia menurut Munir Fuady, dapatdikatagorikan menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut :

Benda tersebut harus dapat memiliki dan dialihkan secara hukum.

Dapat atas benda-benda berwujud.

Dapat juga atas benda yang tidak berwujud, termasuk piutang.

Benda bergerak.

Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.

Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.

Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan akta pembebanan fidusia tersendiri.

Dapat atas satu satuan atau jenis benda.

Dapat juga lebih dari satu jenis atau satuan benda.

 Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.

 Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

 Benda persediaan (inventory stock  perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.
Sifat Perjanjian Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia sebagai suatu bentuk perjanjian penjaminan dalam bentuk pinjam-meminjam atau perjanjian jaminan hutang-piutang, dimana sifat perjanjian adalah ikutan (assessoir).

Adapun ketentuan yang mengatur tentang sifat perjanjian jaminan fidusia ini, terdapat dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu :
 “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”

Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan diatas adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Munir Fuady, bahwa “perjanjian jaminan fidusia sebagai suatuperjanjian jaminan suatu perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik atau hak tanggungan, maka perjanjian jaminan fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang assessoir (buntutan). Maksudnya adalah perjanjian assessoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau membututi perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang-piutang.

Kemudian pendapat dari Sri Soedewi  Masjchum Sofwan bahwa perjanjian fidusia bersifat assessoir adanya tergantung pada perjanjian pokok yang biasaya berupa perjanjian peminjaman uang pada bank.
 Sedangkan menurut Mariam Badrulahman, mengemukakan bahwa fidusia sebagai jaminan yang mempunyai sifat assessoir karena melekat pada perjanjian pokok (pinjam uang).

Berbagai pendapat yang dikekemukakan para sarjana tersebut diatas, pada dasarnya sana dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 4 UU No. 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana intinya disebutkan bahwa perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok.

Adapun konsekuensinya dari sifat perjanjian jaminan fidusia yang bersifat ikutan atau assessoir ini adalah perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian assessoir juga ikut batal.

Terhadap suatu benda objek jaminan fidusia, harus dilakukan adanya suatu pembebanan terhadapnya, berikatan dengan adanya pembebanan terhadap benda. Objek jaminan fidusia ini, dapat kita lihat dalam ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Pasal 6 ayat (1), sebagai berikut :

 “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia”

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai isi dari akta jaminan fidusia itu sendiri diuraikan  dalam pasal 6 UU no. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Di dalam Pasal 6 itu sendiri disebutkan bahwa akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas, sekurang-kurangnya memuat :

Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

Yang dimaksud dengan “identitas” dalam pasal ini adalah meliputi nama lemgkap, agama, tempat tinggal,atau tempat kedudukan, tmpat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

Yang dimaksud denagan kata “data perjanjian pokok” adalah mengenai macam perjanjian dan data utang yang dijamin dengan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, uraian mengenai benda mengidentifikasikan benada tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Nilai penjaminan dan

Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Pendaftaran Fidusia
Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka UU tentang fidusia yakni UU No.42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan kewajiban setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Adanya kewajibkan untuk mendaftarkan fidusia ke instasi yang berwenang bersumber dari Pasal 11UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Benda objek jaminan fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (1)).

Benda objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)).

Terhadap perubahan isi sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 ayat (1)). Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusua.

Permohonan pendaftaran fidusia disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Menurut Pasal 13 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, pernyataan pendaftaran fidusia memuat hal-hal sebagai berikut :

Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Nilai penjaminan.

Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Kemudian sebagai bukti penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan “sertifikat jaminan fidusia”.

Sertifikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatam tetap. Karena Sertifikat Jaminan Fidusuia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fisudia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjamin fidusia tersebut. Karena itu pula, jika ada bukti Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti yang lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan mempertunjukan Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh notaris. Sebab menurut Pasal 14 ayat (3) UU Fidusia No. 42 Tahun 1999, maka dengan Akta jaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No.86 Tahun 2000 yaitu :

Pasal 2 :

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada Menteri.

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui kantor oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan :

Salinan akta notaris tentang bembebanan jaminan fidusia.

Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3 :

Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohomam pendaftaran jaminan fidusia.

Dalam hal kelengkapan  persyaratan permohonan pendaftaran  jaminan fidusia tidak lengkap, pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada permohonan untuk dilengkapi.

Pasal 4 :

Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pejabat mencatat jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal  yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahan kepada permohonan dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 5 :

Dalam hal terdapat kekeliruan penulisan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterima oleh pemohoman, dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohonan memberitahukan kepada Kantor untuk diterbitkan sertifikat perbaikan.

Sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Penerbitan sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 6 :

Ketentuan mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia ini, dilakukan sebagai upaya guna melunasi hutang dari pemberi jaminan fidusia terhadap penerima jaminan fidusia. Akan tetapi eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila pemberi jaminan fidusia itu sendiri “cidera janji”. Maksudnya “cedera janji” disini “bahwa jika pemberi jaminan fidusia tidak dapat memenuhi perikatannya dengan baik dan sebagaimana mestinya”. Dan jika itu terjadi, maka eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia itu sendiri tidak dapat dilakukan.

Untuk adanya suatu eksekusi terhadap benda objek tersebut diperlukan adanya proses, dimana proses yang dapat dilakukan tersebut harus cepat, murah, dan pasti.

Menurut Munir Fuady bahwa, “salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secar dengan proses yang sederhana, efisien, dan mengandung kepastian hukum.

Berkenaan dengan adanya proses eksekusi tersebut, UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatur hal itu, beberapa ketentuan itu adalah :

a.  Pasal 29 (UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)

Apabila debitur atau pemberi fidusiacudera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

Pelaksanan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.

Adapun bunyi Pasal 15 ayat (2) itu sendiri intinya adalah :

“Bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukukm tetap”
Yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanoa melalui pengadilan dan 
bersifat final serta mengikat para pihak unyuk melakukan putusan tersebut.

Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan penerima fidusia kepada pihak-opihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

Menurut Pasl 28 UU No. 42 Tahun 199 maka syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusikan secara dibawah tangan adalah sebagai berikut :

Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.

Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak di beritahukan secara tertulis.

b.  Pasal 30(UU no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia), dikatakan bahwa:

“Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jamina fidusia”

Kemudian dijelaskan lebih lanjut ketentuan diatas dalam penjelasan bahwa dalam hal pemberi fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

c. Pasal 31 (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dikatakan :

“Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau bursa, penjualannya dapat dilakukkan ditempat-tempat tersebut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 32 (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia),   dikatakan :

“Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek, jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum”

Pasal 33 (UU No42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, dikatakan :

“Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”

Kemudian terakhir dalam Pasal 34 (UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dikatakan :

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai jaminan, penerima fidusia, wajib mengambilkan kelebihan tersebut kepada fidusia.

Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar”

Hapusnya Jaminan Fidusia
Beberapa hal yang dapat menyebabkan hapusnya jaminan fidusia dapat dilihat ketentuannya dalam Pasal 25 ayat (1) UUJaminan Fidusia. Hal tersebut adalah :

Hapusnya hutang yang dijaminkan dengan fidusia.

Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima jaminan fidusia , dan

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berkaitan dengan hapusnya hutang serta pelepasan hak atas jaminan fidusia dan sesuai dengan sifat dari jaminan fidusia sendiri, yaitu bersifat ikutan. Maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Kemudian berkaitan dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan  fidusia maka jaminan fidusia menjadi hapus kecuali benda yang diajukan objek jaminan fidusia tersebut di asuransikan. Sebab jika benda yang dijaminkan tersebut diasuransikan tidak dapat menghapus klaim asuransi.

Dengan hapusnya jaminan fidusia, maka penerimaan jaminan fidusia harus memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai haousnya jaminan fidusia tersebut. Pada saat pemberitahuan tersebut harus dilampirkan pula pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini berguna untuk memberi kepastian terhadap kantor pendaftaran fidusia untuk mencoret jaminan fidusia dari buku daftar fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adpun bunyi pasal tersebut adalah :

Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.

Kantor Pendaftaran fidusia menerbikan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perbuatan Debitur Mengalihkan atau Menjual Objek Benda Jaminan Fidusia   ( Dapat atau tidak  Mengalihkan atau Menjual Objek Benda Jaminan Jidusia )

Fidusia adalah pengalihan hak  kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda  yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut  tetap dalam penguasaan pemilik benda.  Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak  baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud  dan tidak bergerak  khususnya bangunan yang tidak  dapat dibebani  hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no 4 tahun 1996, tentang hak tanggungan tetap berada dalam dalam pemberi fidusia , sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu , yang memberi kedudukan  yang diutamakan sebagai penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. 

Mengenai perbuatan debitur mengalihkan atau menjual objek benda jaminan fidusia itu jelas tidak diperboleh secara hukum,  karena justeru obyek benda jaminan tersebut sebagai pengamanannya, apabila terjadi  sampai ada penjualan obyek benda jaminan fidusia  oleh debitor, ini merupakan perbuatan pidana penggelapan sebagaimana diancam dan diatur pasal 372 KUHP. 


Obyek benda jaminan  fidusia tersebut  dilihat dari aspek hukumnya merupakan pengamanan dalam perjanjian fidusia. Berdasarkan pasal 15  Ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia  menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji , penerima fidusia mempunyai hak untuk  menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri . Jadi disini secara tegas bahwa debitor tidak diperbolehkan menjual atau mengalihkan obyek benda jaminan tersebut karena ini merupakan pengamanan dalam perjanjian fidusia. 

`Fidusia Sebagai Jaminan Dalam  Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dari Segi Pengamanannya. Kegiatan pembiayaan konsumen merupakan pengadaan barang konsumi yang dibutuhkan oleh konsumen dengan cara pembayaran ecara angsuran. Jadi apabila seseorang tidak mempunyai dana yang cukup untuk memberi kendaraan bermotor secara tunai maka ia dapat mengajukan permohonan kredit kepada perusahaan pembiayaan pembiayaan.
Berikut uraian singkat menurut Remedial dan Legal Head PERUSAHAAN FINANCE Cabang Samarinda mengenai prosedur terjadinya perjanjian pembiayaan kosumen dengan jaminan fidusia. Seseorang yang ingin membeli kendaraan bermotor tetapi tidak mempunyai uang tunai sebesar harga kendaraan yang ingin dibeli maka dealer akan menawarkan ke konsumen untuk membeli kendaraan secara kredit dengan dana yang berasal dari perusahaan pembiayaan dalam hal ini PERUSAHAAN FINANCE di darah Samarinda , Samarinda dan sebagainya. 

Kemudian pihak  dealer akan memberitahu PERUSAHAAN FINANCE melalui telepon atau melalui petugas customer  service PERUSAHAAN FINANCE  yang bertugas di dealer tersebut. Langkah pertama, calon konsumen akan diinterviw oleh customer service dengan beberapa pertanyaan mendasar, antara lain: berapa besar dana yang dimiliki untuk uang muka, jangka waktu atau lama kredit yang akan diambil, domisili, pekerjaan, penghasilan dan data keluarga. Hal ini penting karna PERUSAHAAN FINANCE membiayai maksimal 85% bahkan 100% bila sedang ada kegiatan promosi marketing, dari harga kendaraan yang kemudian disebut sebagai hutang pokok. Jadi konsumen harus mempunyai uang minimal 15% dariharga kendaraan yang kemudian disebut sebagai uang muka.

Jika konsumen setuju dengan ketentuan tersebut diatas akan disodori surat permohonan kredit yang memuat identitas pemohon kredit, syarat-syarat kredit (harga kendaraan, uang muka, hutang pokok, besarnya angsuran per bulan, suku bunga, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo per bulan), identitas kendaraan yang akan dibiayai sekaligus sebagai jaminan hutang dalam bentuk fidusia (merek, tipe, tahun, warna, nomor kerangka, nomor mesin dan nomor BPKB).

Setelah surat permohonan kredit diisi oleh konsumen maka PERUSAHAAN FINANCE akan melakukan survey terhadap konsumen. Survey ini dilakukan untuk mengetahui apakah mampu untuk melunasi hutangnya pada PERUSAHAAN FINANCE . Laporan survey digunakan untuk menentukan apakah permohonan kredit diterima atau ditolak. Jika laporan survey tidak memenuhi syarat maka PERUSAHAAN FINANCE akan menolak permohonan kredit konsumen atau sebaliknya dan yang menjadi pertimbangan pada prinsipnya sama dengan 5C yaitu: Collateral (jaminan), Capacity(kemampuan mengangsur), character (karakter), capital (penghasilan), dan codition of economy (kondisi ekonomi). Tetapi dalam pembiayaan konsumen yang paling sering digunakan adalah karakter konsumen, kemampuan mengangsur, dan jaminan hutang dalam bentuk fidusia (collateral) karena dalam pembiayaan konsumen memerlukan pengambilan keputusan secara cepat.

Survey dapat dilakukan hari itu juga dan pensurvey harus datang kerumah konsumen. Jika dari survey calon konsumen telah memenuhi kriteria maka konsumen diminta untuk memenuhi semua peryaratan. Syarat tersebut yaitu:

a.  Konsumen Perorangan 

KTP suami/istri yang masih berlaku (surat keterangan domisili asli dari lurah foto dan tadatangan yang bersangkutan).

Kartu keluarga yang masih berkaku

Slip gaji/keterangan penghasilan yang terakhir

Bukti kepemilikan rumah (rekening listrik, telepon/PBB/akta jual beli/sertifikat)

Rekening tabungan

Fotocopy NPWP

Surat kuasa pendaftaran akta fidusia

b.  Konsumen Badan Usaha

Fotocopy KTP pengurus yang masih berlaku

Akta pendiri perusahaan

Fotocopy NPWP, SIUP, (Surat Ijin Usaha Perorangan), TDP (Tanda Daftar perusahaan), ijin sejenis yang masih berklaku

Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir (fotocopy)

Persetujuan direktur

Financial report (income statement & balace sheet untuk kredit > Rp.300 juta)

Surat kuasa pendaftaran akta fidusia

Setelah itu diikuti dengan pembayaran uang muka, angsuran pertama dan uang  administrasi oleh konsumen yang dilakukan bersamaan dengan penandatanganan seluruh dokumen yang aplikasi kredit. Kemudian dibuat suatu surat persetujuan antara konsumen sebagai pembeli, dealer sebagai penjual dan PERUSAHAAN FINANCE sebagai pemberi dana.

2.  Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik. Hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh PERUSAHAAN FINANCE .

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perajanjian pembiayaan konsumen adalah :

a.  Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN FINANCE 

1)  Hak PERUSAHAAN FINANCE 

Memperoleh pembayaran uang muka 

Memperoleh pembayaran uang administrasi

Memperoleh jaminan hutang berupa BPKB

Memperoleh pembayaran angsuran tepat waktu

Memperoleh denda keterlambatan

Memperoleh hak substitusi dari konsumen

2)  Kewajiban PERUSAHAAN FINANCE 

Menyerahkan dana pembiayaan setelah ditandatanginya semua dokumen aplikasi kredit antara konsumen dengan PERUSAHAAN FINANCE . Kemudian PERUSAHAAN FINANCE menyerahkan dana pembiayaan bersamaan dangan ditandatanganinya surat persetujuan bersama.

Menyerahkan STNK. STNK tersebut diserahkan kedealer  yang telah tercatum dalam perjanjian. Penyerahan STNK tidak dapat sekaligus dengan penyerahan kendaraan bermotor tetapi menunggu proses selesainya pembuatan STNK oleh kepolisian.

Menyerahkan BPKB setelah seluruh angsuran dilunasi. Pengambilan BPKB dilakukan 7 hari setelah angsuran terakhir dengan menunjukan KTP/SIM asli konsumen yang berlaku, kartu identitas konsumen yang tidak digunakan untuk mengangsur dan bukti kuitansi pelunasan.

b.  Hak dan Kewajiban Konumen

1)  Hak Konsumen, meliputi:

a)  Menerima dana pembiayaan

b)  Menerima BPKP setelah seluruh angsuran dilunasi

c)  Memperoleh sisa/kelebihan pembayaran asuransi

Hak untuk memperoleh sisa pembayaran asuransi terjadi dalam hal hilangnya kendaraan bermotor sebagai benda jaminan. Dalam hal ini PERUSAHAAN FINANCE berhak untuk mengajukan klaim asuransi. Apabila hasil bersih uang pengganti asuransi tersebut melebihi sisa hutang pembayaran maka kelebihannya menjadi hak konsumen tetapi bila kurang maka kekurangannya menjadi tanggung jawab dari konsumen dari konsumen untuk membayar kepada PERUSAHAAN FINANCE . Dengan hilangnya benda jaminan dan selesainya perhitungan atas klaim asuransi serta terlunasinya seluruh hutang pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia berakhir dengan sendirinya.

1)  Kewajiban Konsumen

a)  Membayar uang muka

b)  Membayar uang administrasi

c)  Membayar angsuran tepat pada waktunya

Pembayaran angsuran setiap bulannya tergantung yang diperjanjikan, bia 12 kali, 24 kali dan 36 kali. Adapun tempat pembayaran dilakukan di kantor PERUSAHAAN FINANCE . Pada umumnya konsumen yang bersangkutan yang melakukan pembayaran secara langsung dengan datang sendiri, namun orang lainnya dapat melakukan pembayaran angsuran secara sah atas namanya dengan membawa bukti berupa kartu individu konsumen.

d)  Merawat kendaraan bermotor

Kewajiban untuk merawat kendaraan bermotor sebagai benda jaminan yang diserahkan secara fidusia dari segala kemungkinan, kerusakan, hilang/musnah dibedakan oleh PERUSAHAAN FINANCE  kepada konsumen.

e)  Mengangsuransikan kendararan bermotor

Kewajiban mengangsuransikan kendaran bermotor dibebankan kepada konsumen dengan syarat dan kondisi yang telah ditentukan oleh PERUSAHAAN FINANCE dalam pertanyaan persetujuan dan perpanjangan asuransi.

f) Dilarang menyewakan , mengalihkan atau menjaminkan kendaraan kepada pihak lain.

Hak milik kendaraan bermotor berada pada PERUSAHAAN FINANCE sampai konsumen diberikan hutang pembiayaan sehingga wajar apabila konsumen diberikan kewajiban untuk tidak menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan kendaraan bermotor kepada pihak lain.

g)  Menyerahkan BPKB sebagai jaminan

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, konsumen sepakat menyerahkan kendaran sebagai jaminan hutang dalam bentuk fidusia kepada PERUSAHAAN FINANCE , maka PERUSAHAAN FINANCE berhak atas BPKB sampai konsumen melunasi hutang pembiayaan.
Tindakan Perusahaan Finance Karena Konsumen Tidak Memelihara Benda Jaminan Fidusia dan Tidak Membayar Angsuran Kreditnya Apabila Fidusia Tersebut Tidak Didaftarkan

Dalam proses pemberian kredit dengan jaminan secara fidusia oleh PERUSAHAAN FINANCE , memang dirasakan beresiko, terutama bagi pihak PERUSAHAAN FINANCE sebagai penerima jaminan. Karena dalam proses penjaminan secara fidusia itu sendiri, dimana posisiPERUSAHAAN FINANCE sebagai penerina jaminan hanya memegang hak atas jaminan tersebut. Sedangkan wujud fisik dari jaminan tersebut tetap berada di pemberi jaminan fidusia, dan pemmberi fidusia berhak untuk memanfaatkan dam menggunakan benda tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia bersifat konsensuil berarti perjanjian itu ada karena adanya kata sepakat di antara kedua belah pihak. Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia adalah perjanjian yang diadakan antara PERUSAHAAN FINANCE selaku krediturdengan konsumen slaku debitur yang merupakan perjanjian baku di mana perusahaan akan membantu konsumen dalam menyediakan dana yang diperlukan konsumen dan konsumen berkewajiban membayar secara angsuran setiap bulannya.

Ada kala dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, konsumen melakukan tindakan yang menyebabkan perusahan pembiayaan mengalami kerugian dan tentu saja perbuatan tersebut menggangu pelaksanaa perjanjian yang telah disepakati bersama. Perbuatan tersebut adalah menyalahgunakan benda jaminan fidusia dengan cara memindahtangankan benda jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan pebiayaan, padahal bukti kepemilikan kendaraan masih dikuasai oleh perusahaan pembiayaan. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan Pasal 372 KUHP jo Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jika konsumen melanggar maka konsumen dalam waktu 3bulan wajib menyerahkan kendaran tersebut atau konsumen harus memberikan hak substisi kepada PERUSAHAAN FINANCE untuk melakukan penarikan.

Dalam PERUSAHAAN FINANCE dikatakan sebagai suatu penggelapan jika konsumen sengaja mengalihkan, menjual benda jaminan sebelum melunasi seluruh kewajiban pada PERUSAHAAN FINANCE . Namun jika terus melunasi hutangnya sementara kendaran yang menjadi objek perjanjian sudah berada di tangan orang lain maka penyelesaian yang dilakukan adalah dengan jalan jalan damai. Seandainya dengan jalan damai tidak dapat penyelesaian baru kemudian mengunakan pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP yang berbunyi :
“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri baru sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena pengelapan, dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah”

Dalam prakteknya PERUSAHAAN FINANCE paling sering mengunakan jalan damai atau kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah karena menurut Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, PERUSAHAAN FINANCE tidak mmpunyai kekuatan eksekutorial dikarenakan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat antara PERUSAHAAN FINANCE  dan konsumen tidak didaftarkan sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutrial dan kekuatan pembuktian.

Menurut Remidial dan Legal head PERUSAHAAN FINANCE  Cabang Samarinda terdapat beberapa alasan mengapa PERUSAHAAN FINANCE tidak mendaftarkan pada kantor pendaftaran,fidusia karena sejak PERUSAHAAN FINANCE berdiri pada tahun 1989, segala hal yang berkaitan dengan masalah kredit macet dapat diselesaikan ndengan cara musyawarah dan kekeluargaan dengan konsumen melalui karyawan – karyawan lapangannya, namun dalam keadaan terpaksa, PERUSAHAAN FINANCE akan melibatkan pihak penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian wilayah setempat untuk menjadi    mediator atau penegah penyelesaian yang berpijak pada perjanjian perdatanya, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen atau hutang piutang. Alasan lainnya, pendaftaran Fidusia itu sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi saat ini konsumen PERUSAHAAN FINANCE telah mencapai jumlah ratusan ribu, PERUSAHAAN FINANCE tidak mau membebankan biaya – biaya itu kepada konsumen karena secara marketing harga motor akan menjadi relatif lebih mahal, sehingga berakibat harga sepeda motor semakin terjangkau oleh daya beli masyarakat. Disisi lain mengingat salah satu misi visi PERUSAHAAN FINANCE sebagai perusahaan pembiayaan yang menawarkan kemudahan, kecepatan dan harga murah dalam memiliki sepeda motor tidak akan terwujud.

Namun menurut Pasal 14 ayat 3 Undang – undang No 42 Tahun 1999 tentang fidusia, perjanjian jaminan fidusia antara PERUSAHAAN FINANCE dan konsumen dianggap tidak ada karena perjanjian fidusia tersebut tidak didaftarkan. Padahal menurut Pasal 14 ayat 3 Undang – undang No 42 Tahun 1999 lahirnya jaminan fidusia adalah pada saat jaminan fidusia tersebut didaftarkan. Namun dalam praktek di PERUSAHAAN FINANCE jaminan fidusia tanpa didaftarkan sering dilakukan dan tidak menghambat bagi PERUSAHAAN FINANCE untuk melakukan eksekusi apabila konsumen wanprestasi. Eksekusi benda jaminan fidusia didasarkan pada surat kuasa penarikan yang ditanda tangani oleh konsumen pada saat jaminan fidusia tersebut didaftarkan. Namun dalam praktek di PERUSAHAAN FINANCE jaminan fidusia tanpa didaftarkan sering dilakukan dan tidak menghambat bagi PERUSAHAAN FINANCE untuk melakukan eksekusi apabila konsumen wanprestasi. Eksekusi benda jaminan fidusia didasarkan pada surat kuasa penarikan yang ditandatangani oleh konsumen pada saat melakukan permohonan kredit PERUSAHAAN FINANCE .

Jika terjadi peralihan objek perjanjian dan sampai pada jalur intigasi, maka akan dipilih domisili hukum tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor PERUSAHAAN FINANCE atau di tempat lian yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN FINANCE Pasal 8  perjanjian pembiayaan konsumen. Dari hasil penelitian dapat diketahui timbulnya hutang konsumen pada PERUSAHAAN FINANCE karena konsumen telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk membeli barang yaitu sepeda motor dan untuk menjamin kembali hutangnya, konsumen menyerahkan barang yang di belinya secara fidusia sebagai barang jaminan dan konsekuensinya dari penyerahannya barang jaminan secara fidusia tersebut maka pemilik atas barang jaminan tersebut adalah PERUSAHAAN FINANCE  selama hutangnya belum lunas atau kewajiban belum dibayar, dan konsumen hahnyalah pinjam atau peminjam yang diberikan olehPERUSAHAAN FINANCE secara kepercayaan atau fidusia dan mempunyai kewajiban untuk menjaga serta merwat keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan rusak, hilang atau musnah(tertera dalam ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam draft perjanjian pembiayaan). Dan konsumen tidak berhak untuk mengalihkan, menjual, atau menggadaikan tanpa persetujuan PERUSAHAAN FINANCE . Mengenai STNK dan BPKB atas nama konsumen tidak dapat menjadi alasan konsumen untuk mengalihkan, menjual, atau menggadaikan karena status sepeda motor tersebut adalah barang jaminan terhadap PERUSAHAAN FINANCE untuk menjamin pengembalian kembali hutangnya pada PERUSAHAAN FINANCE . Kepemilikan barang jaminan akan beralih kembali menjadi milik konsumen setelah seluruh hutangnya yang timbul karena fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya dilunasi dan atau dipenuhi seluruh kewajiban angsurannya. Dengan demikian maka konsumen yang dengan sengaja mengalihkan barang jaminan sebelum seluruh kewajiban yang harus dipenuhi pada PERUSAHAAN FINANCE dipenuhinya maka tindakan konsumen tersebut dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan. Dari hasil penelitian dapat diketahui pula bahwa penyelesaian sengketa kredit macet dan pengalihan benda jaminan fidusia pada PERUSAHAAN FINANCE dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan terlebihi dahulu sebelum melalui pengadilan bahkan penyelesaian melalui pengadilan jarang dilakukan. Hal ini dapat dimaklumi karena penyelesaian melalui Pengadilan Negeri memerlukan waktu yang sangat lama. Disamping itu apabila Pengadilan memenangkan gugatan kreditur kadang–kadang eksekusi terhadap benda jaminan belum tentu membawa hasil yang sangat memuaskan.

BAB IV

P E N U T U P

Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan Skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut:
Bahwa Mengenai perbuatan debitur mengalihkan atau menjual objek benda jaminan fidusia itu jelas tidak diperboleh secara hukum,  karena justeru obyek benda jaminan tersebut sebagai pengamanannya, apabila terjadi  sampai ada penjualan obyek benda jaminan fidusia  oleh debitor, ini merupakan perbuatan pidana penggelapan sebagaimana diancam dan diatur pasal 372 KUHP. Obyek benda jaminan  fidusia tersebut  dilihat dari aspek hukumnya merupakan pengamanan dalam perjanjian fidusia. Berdasarkan pasal 15  Ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia  menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji , penerima fidusia mempunyai hak untuk  menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri . Jadi disini secara tegas bahwa debitor tidak diperbolehkan menjual atau mengalihkan obyek benda jaminan tersebut karena ini merupakan pengamanan dalam perjanjian fidusia.

Bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, konsumen melakukan tindakan yang menyebabkan perusahan pembiayaan mengalami kerugian dan tentu saja perbuatan tersebut menggangu pelaksanaa perjanjian yang telah disepakati bersama. Perbuatan tersebut adalah menyalahgunakan benda jaminan fidusia dengan cara memindahtangankan benda jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan pebiayaan, padahal bukti kepemilikan kendaraan masih dikuasai oleh perusahaan pembiayaan. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan Pasal 372 KUHP jo Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jika konsumen melanggar maka konsumen dalam waktu 3bulan wajib menyerahkan kendaran tersebut atau konsumen harus memberikan hak substitusi kepada PERUSAHAAN FINANCE untuk melakukan penarikan.
Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan Skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
Hendaknya sebelum melakukan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia , PERUSAHAAN FINANCE harus benar – benar selektif dalam memilih calon konsumen baik dari kemampuan ekonominya maupun karakternya serta jaminan yang dapat dipertanggung jawabkan dari konsumen

Hendaknya PERUSAHAAN FINANCE berhenti pengawasan debiturnya dan tetap bekerja  sama dengan aparat penegak hukum, jika diperlukan dalam menyelesaikan kasus hukum.

Hendaknya PERUSAHAAN FINANCE mendaftarkan jaminan fidusia tersebut sehingga lebih memberikan kepastian hukum karena jaminan fidusia yang didaftarkan memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.
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